




TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI 
 
2.1 Sistem Pemasyarakatan 
Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas 
serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Menurut Undang-undang No.12 
Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan pasal 1 dijelaskan bahwa Pemasyarakatan 
adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian 
akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana di Indonesia. Untuk 




2.1.1 Sejarah Singkat Sistem Pemasyarkatan di Indonesia 
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum, memberikan 
rasa keadilan serta jaminan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan 
perlindungan hukum. Dalam kaidah hukum dijelaskan bahwa setiap warga Negara 
sama di mata hukum tanpa terkecuali. Dalam kehidupan bermasyarakat, 
penegakan Asas persamaan kedudukan ini dirasa sangat penting.
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 Pelaksanaan 
pidana penjara di Indonesia saat ini menggunakan sistem pemasyarakatan yang 
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 




 Handri Raharjo. 2016. Sistem Hukum Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan 




Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan merupakan perubahan ide 
secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan 




1) Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran 
baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan juga 
merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan 
Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih 
dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem 
Pemasyarakatan.  
2) Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam 
dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara 
berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak 
sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana 
menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak 
pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab 
bagi diri, keluarga, dan lingkungan.  
Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia pada umumnya yang 
sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan 
sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas. Justru yang harus diberantas adalah 
faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang 
bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial 
lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan pengertian pemidanaan, bahwa: 
“Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali 
perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, 
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taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 




Sebagai seorang yang sedang menjalani pidana atau masa pembinaan di 
Lapas/Rutan, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai 
manusia dan warga negara atau bahkan tidak mempunyai hak apapun. Dalam 
menjalani masa pidana, hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam sistem 
pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem pemidanaan 




Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahrdjo, pada tanggal 
15 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam 
bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, gagasan tersebut kemudian 
diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana 
di Indonesia menggantikan sistem kepenjaraan.
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Pada saat awal perubahan sistem dahulu, pemasyarakatan belum memiliki 
seperangkat Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam 
pelaksanaan sistem tersebut. Namun setelah 31 tahun kemudian secara yuridis 
formal pemasyarakatan mempunyai undang-undang sendiri, sesudah disahkannya 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Diundangkan 
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Perubahan konsep sistem dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan dinilai 
begitu penting dalam membina pelangar hukum. Jika dilihat dari realita 
sebelumnya, sistem kepenjaraan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dilihat 
dari keadaan sosialnya justru menjadikan terpidana terasingkan dari kehidupan 
masyarakat bahkan ditakuti. Kemudian sistem kepenjaraan dinilai memiliki andil 
atau peranan dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antara 
narapidana sehingga lahir istilah sekolah kejahatan (school crime) pada jaman 
dahulu. Akibatnya menimbulkan siapa yang paling kuat dialah yang berkuasa.
16
 
Sistem pemasyarakatan atau sistem koreksi bertujuan untuk mengintegrasikan 
kembali pelaku pelanggar hukum ke dalam kehidupan lingkungan masyarakat 
dengan berupaya melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih positif melalui 
pelaksanaan proses pembinaan dan pembimbingan serta perlindungan hak-
haknya. Pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan 
(WBP) dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam sistem 
pemasyarakatan, antara lain meliputi : 
1) Asas pengayoman 
2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan 
3) Asas pendidikan 
4) Asas pembimbingan 
5) Asas penghormatan harkat dan martabat manusia 
6) Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 
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Sistem pemasyarakatan berupaya menyiapkan warga binaan pemasyarakatan 
(WBP) yang meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien 
pemasyarakatan agar mampu berintegrasi dengan baik dan berperan kembali 
dalam keluarga dan lingkungan masyarakat luas secara sehat dan bertanggung 
jawab. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga 
binaan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat 




2.1.2 Sistem Pemasyarakatan Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi  
  Manusia 
Hak asasi manusia secara definitif adalah hak unsur normatif yang berfungsi 
sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin 
adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.
19
 HAM 
merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak dalam 
kandungan yang bersifat universal dan langgeng. Sedangkan menurut Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan 
pengertian HAM yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
                                                             
17
Altria Dewi P. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Dalam Sistem Pemasyarakatan  Sebagai 
Upaya Integrasi Sosial Narapidana.Studi Kasus Bapas Klas II Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum. 









anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 




Berbagai upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia 
merupakan hal yang sangat startegis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh 
elemen bangsa. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh 
masyarakat diperlukan dukungan baik secara kelembagaan dan peraturan 
perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Secara yuridis 
jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam pembukaan UUD 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan 
dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai 
kemanusiaan yang luhur dan asasi.
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Undang-Undang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap 
hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin didalamnya mencakup mulai dari 
pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya, hingga pada pengakuan terhadap kelompok seperti anak, perempuan, dan 
masyarakat adat (indigenous people). Undang-undang hak asasi manusia ini 
dengan gamblang mengakui paham natural rights, melihat hak asasi manusia 
sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan kategorisasi 
hak-hak di dalamnya tampak merujuk pada instrumen-instrumen hak asasi 
manusia internasional. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
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Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah mengadopsi berbagai norma  yang 
terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.
22
 
Undang-Undang HAM memberikan pengaturan yang lebih jelas dan rinci 
terkait jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun hak-hak 
yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain Hak untuk hidup, Hak 
berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak untuk mengembangkan diri, Hak 
untuk memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak 




Perlakuan terhadap masyarakat yang berhadapan dengan hukum telah dijamin 
dalam instrumen-instrumen hukum nasional maupun internasional yang mengatur 
tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.
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 Terciptanya sistem 
pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem pemidanaan baru merupakan 
sebuah gagasan untuk pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat pelanggar 
hukum. Sebagai seorang yang sedang menjalani masa pidana atau sekarang 
dikenal masa pembinaan di Lapas maupun Rutan, hak-hak warga binaan 
pemasyarakatan telah dijamin sepenuhnya dan diatur dalam sistem 
pemasyarakatan.  
Dalam perspektif Hak Asasi Manusia atau HAM, pidana penjara merupakan 
salah satu jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan 
kemerdekaan bagi seseorang yang terlibat tindak pidana melalui putusan 
pengadilan. Pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasan individu untuk 
menjalani kehidupan sosialnya, salah satu pelaksanaannya yakni pembinaan di 
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Tujuan hukum berdasrkan teori pengayoman adalah untuk memberikan 
pengayoman atau untuk mengayomi manusia yang berarti melindungi manusia 
dalam arti aktif (meliputi berbagai usaha menciptakan kondisi masyarakat yang 
manusiawi serta mendorong manusia untuk terus-menerus memanusiakan diri) 
dan pasif (mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak).
26
 Bertolak 
dari pandangan Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka 
jalan bagi perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana atau disebut warga 
binaan pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan pidana 
penjara.  
Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana penjara, maka 
pada tahun 1964 istilah sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem 
pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan atau 
LAPAS. Hal ini tentu berpengaruh terhadap bentuk-bentuk perlakuan terhadap 
para narapidana yang mengalami perubahan dari pembalasan menjadi pembinaan 
dan pembimbingan. 
Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting 
dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Sistem pemasyarakatan 
yang dianut oleh negara Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana 
penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem 
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kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa  : 
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga 
binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 
baik dan bertanggung jawab”.
27
 
Pelaksanaan pidana di Indonesia saat ini lebih dititik beratkan kepada usaha 
pembinaan pelaku tindak pidana dari pada upaya pembalasan dendam. 
Pelaksanaan pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mendidik kembali para 
narapidana agar kelak menjadi warga masyarakat yang berguna serta berperan 




Tujuan pembinaan dan pembimbingan bagi pelanggar hukum atau warga 
binaan pemasyarakatan tidak semata-mata sebagai upaya pembalasan terhadap 
perilaku yang telah diperbuat melainkan perbaikan. Falsafah pemidanaan di 
Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam 
sistem pemasyarkatan yang memandang bahwa narapidana adalah orang yang 












2.2 Pekerjaan Sosial Koreksional 
Pekerjaan Sosial (social work) adalah salah satu profesi yang memiliki 
kewenangan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menangani 
masalah sosial dengan berfokus kepada interaksi sosial manusia dengan 
lingkungannya dalam aspek kehidupan sosial. Menurut Leonora S dikutip dari  
Jatnika C, dkk menjelaskan :  
“Pekerjaan sosial adalah profesi yang bidang utamanya berkecimpung 
dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisasi, dimana tujuannya untuk 
memfasilitasi dan memperkuat relasi dalam penyesuaian diri secara timbal 
balik dan saling menguntungkan antar individu dengan lingkungan sosialnya, 
melalui penggunaan metode-metode pekerjaan sosial” 
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Dalam penjelasan lebih lanjut, Menurut Bartlett & Harriet, dalam The 
Common Base of Social Work Practice, Social Work  menjelaskan bahwa fokus 
Pekerjaan Sosial adalah fungsionalitas sosial dengan perhatian ditujukan terhadap 
hubungan yang terjadi antara orang dengan lingkungan melalui hubungan yang 
saling mempengaruhi di antara keduanya. Hal ini selanjutnya diperkuat oleh 
penjelasan Wibhawa :  
“Ide dasar dari uraian tentang fungsionalitas sosial ini adalah bahwa dalam 
konteks perubahan masyarakat yang semakin lama semakin cepat, terjadi 
pergeseran norma-norma sosial di dalam masyaraat karena proses inteaksi 
dengan masyarakat lain, sementara di sisi lain masyarakat tersebut 
memegang nilai sosio-budayanya sendiri yang memang seharusnya 
dipertahankannya sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat itu sendiri. 
Dalam dinamika sosial tersebut, banyak terjadi kesulitan penyesuaian diri 
pada warga masyarakat yang mengakibatkan masalah bagi mereka untuk 
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Pekerjaan sosial memiliki bidang pekerjaan yang luas dalam upaya 
menangani permasalahan sosial yang ada baik yang bersifat konvensional maupun 
kontemporer. Fokus dari pekerjaan sosial yaitu untuk membantu individu, 
kelompok maupun masyarakat. Salah satu dari sekian bidang praktik garapan 
dalam pekerjaan sosial adalah pekerjaan sosial koreksional (social work 
correctional). Dalam setting koreksional, pekerja sosial memiliki peran yang 
begitu penting dalam membantu warga binaan pemasyarakatan yang meliputi 
narapidana, anak didik dan klien untuk mempersiapkan diri beraktivitas kembali 
dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Seorang Pekerja Sosial (social 
work) yang bekerja dalam setting koreksional bertujuan membantu warga binaan 
pemasyarakatan baik pada saat pembinaan didalam lembaga maupun 
pembimbingan luar lembaga supaya mampu memperbaiki pola perilaku dan 




Dalam berbagai sumber literatur, perkembangan ilmu pekerjaan sosial atau 
kesejahteraan sosial pada bidang koreksional terjadi sangat pesat di negara-negara 
penganut mazhab Anglo Saxon, misalnya Amerika Serikat dan Inggris. 
Perkembangan ilmu ini mulai dirasakan manfaatnya pada pertengahan abad XIX 
hingga sekarang. Ilmu pekerjaan sosial koreksional mulai berkembang di 
Indonesia kira-kira tahun 1957. Hal itu seiring dengan jumlah angka kenakalan 
remaja di Indonesia yang semakin tinggi, khususnya pendampingan bagi anak 
yang berhadapan dengan hukum (korban, pelaku dan saksi) dalam rangka proses 
persidangan perkara anak di pengadilan negeri.
32
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 Sejak saat itulah mulai muncul kebutuhan bahwa perlu adanya Pekerja Sosial 
yang bertugas mendampingi dan membimbing anak baik pelaku, korban maupun 
saksi dalam menjalani proses hukum. Berawal dari kebutuhan tersebutlah maka 
peranan Pekerja Sosial dalam bidang koreksional mulai terasa. Istilah Pekerja 
Sosial bidang koreksional dulu dikenal sebagai Pekerja Sosial Kehakiman yang 
sekarang disebut Pembimbing Pemasyarakatan dan istilah Litmas (Laporan 
Penelitian Kemasyarakatan) yang sekarang dahulu disebut social case study.
33
 
2.2.1 Peran Pekerjaan Sosial Dalam Bidang Koreksional 
Jika ditinjau dari NASW (National Association of Social Workers) 2012 atau 
Asosiasi Pekerja Sosial Nasional AS, maka peranan pekerja sosial dalam bidang 
koreksional adalah sebagai berikut : 
a. Advokasi ketidaksetaraan hak-hak bagi narapidana yang mengalami 
diskrimanasi oleh karena kaum minoritas.  
b. Penyediaan pelayanan intervensi/treatment terhadap narapidana yang 
terlibat dalam kasus penyalahgunaan substansi atau penyakit mental.  
c. Memudahkan keterhubungan narapidana terhadap aksesibilitas dalam hal 
kesehatan, pengobatan, asupan gizi, perawatan, dan program rehabilitasi 
bagi narapidana. 
d. Mengidentifikasi kesempatan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang 
tepat untuk membantu narapidana agar siap kembali beraktivitas dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
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e. Advokasi dan pelayanan pekerjaan sosial untuk menegakkan kebijakan 
nasional dalam hal isu peradilan kriminal.
34
 
Sedangkan menurut Sumarso peranan pekerja sosial dalam setting 
koreksional adalah sebagai berikut : 
a. Membantu memperkuat motivasi. 
b. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan. 
c. Memberikan informasi kepada warga binaan atau klien. 
d. Memberikan bantuan guna pengembalian keputusan. 
e. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi. 
f. Memberikan bantuan guna terwujudnya perubahan sosial lingkungan. 
g. Memberikan bantuan guna terciptanya reorganisasi pola tingkah laku. 
h. Memberikan bantuan dalam rangka pengalihan wewenang (refferal).35 
2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial Koreksional 
Sebagai profesi yang bertanggungjawab untuk memperbaiki dan 
mengembangkan interaksi antar individu agar memiliki kemampuan 
melaksanakan tugas kehidupan, mengatasi kesulitan dan mewujudkan aspirasi dan 
nilai-nilainya. Tujuan pekerjaan sosial koreksional adalah sebagai berikut : 
a. Membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Lapas. 
b. Membantu klien memahami diri sendiri, relasi dengan orang lain, dan 
memahami harapannya sebagai anggota masyarakat. 
c. Membantu klien melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai 
dengan nilai dan norma masyarkat. 
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d. Membantu klien menyesuaikan diri dengan masyarakat. 
e. Membantu klien memperbaiki relasi sosial dengan orang (keluarga, 
istri/suami, tetangga dan lingkungan sosial).
36
 
2.2.3 Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial Koreksional 
Dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan terdapat suatu profesi pekerjaan 
sosial atau biasa dikatakan petugas pemasyarakatan yang membantu narapidana 
atau warga binaan pemasyarakatan. Adapun pekerjaan sosial di setting 
koreksional merupakan sub sistem pada sistem peradilan pidana. Pekerjaan sosial 
koreksional merupakan pelayanan profesional pada setting koreksional yang 
meliputi lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, rumah tahanan, 
lembaga perlindungan khusus anak dan setting lain dalam sistem peradilan pidana 
di Indonesia. 
 Pekerjaan sosial koreksional dalam sistem pemasyarakatan memiliki tujuan 
yang begitu penting yakni membantu pemecahan masalah pada klien melalui 
pembinaan dan pembimbingan sehingga dapat meningkatkan keberfungsian 
sosialnya kembali meskipun sedang menjalani proses atau masa pidana. Pekerjaan 
sosial tentunya memiliki peran yang begitu penting terkait perkembangan sistem 
pemasyarakatan di Indonesia sejak dulu hingga sekarang.  
Berdirinya lembaga reklasering atau dikenal lembaga yang bertujuan 
memberikan bantuan kepada orang-orang yang baru keluar dari penjara serta 
mengawasi orang yang dihukum dengan syarat di Indonesia pada zaman 
pemerintahan kolonial Belanda, petugas yang menjadi garda terdepan dalam 
pelayanan hukum kepada masyarakat saat itu dikenal dengan sebutan Ambtenaar 
                                                             
36
 http://justinlase.blogspot.com/2017/02/pekerjaan-sosial-koreksional.html (diakses online pada 




der Reclassering atau Bijzondere Ambtenaar „pegawai negeri istimewa‟ yang 
dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Probation Officer, yang berarti 
„pekerja sosial kehakiman‟.  
Sejak 1968 kedua sebutan tersebut berganti menjadi “Pembimbing 
Kemasyarakatan”. Tugas dan tanggung jawabnya telah diatur dalam Wetboek van 
Strafrecht yang pada 1917 kemudian dilakukan penerjemahan dan perubahan 
dengan judul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat 
KUHP, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918. Dalam Pasal 14 huruf d ayat (2) 
KUHP disebutkan bahwa hakim boleh mewajibkan kepada seorang Ambtenaar 
istimewa supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada sistem hukum tentang 
perjanjian istimewa itu. Selain dalam KUHP, terdapat juga di dalam Ordonansi 
Pidana Bersyarat dan Bebas Bersyarat, Stbl. Nomor 251 Tanggal 4 Mei 1926 dan 




Istilah Pembimbing Kemasyarakatan diciptakan oleh almarhum Bapak R. 
Waliman Hendrosusilo sebagai pengganti istilah asing Ambtenaar der 
Reclassering yang dipakai di negara Belanda atau Probation Officer, Parole 
Officer, dan After CareOfficer yang digunakan negara-negara Barat maupun Asia. 
Penyebutan istilah Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tujuan, yaitu adanya 
kesetaraan antara Polisi, Jaksa, Hakim, Panitera, Pengacara, atau Pembela Hukum 
sebagai petugas penegak hukum. Pemakaian istilah PK digunakan juga oleh 
Bapak Drs. Soemarsono A. Karim dalam kertas kerja beliau yang dibuat atas 
permintaan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang namanya Badan 
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Pembinaan Hukum Nasional) pada tahun 1976 dalam acara Loka Karya Evaluasi 
Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Sejak saat itu pekerja sosial 
kehakiman yang bergerak di bidang koreksional dikenal dengan sebutan 
pembimbing kemasyarakatan dan laporan penelitian sosial disebut laporan 
penelitian kemasyarakatan (litmas) sampai saat ini.
38
 
Pada tahun 1968 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendidik 60 (enam 
puluh) orang lulusan Sekolah Pekerjaan Sosial Atas (SPSA) untuk menjadi 
petugas pembimbing kemasyarakatan. Pendidikan tersebut diselenggarakan 
selama 6 bulan. Pendidikan calon pembimbing kemasyarakatan itu dilaksanakan 
sampai dengan tahun 1981. Hal itu dilakukan karena adanya tuntutan amanat 
perundang-undangan yang mengharuskan didirikannya Balai Pemasyarakatan di 
ibu kota provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia secara bertahap.
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 Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai Pekerja 
Sosial dalam bidang Kehakiman. Dalam menjalankan segala tugas-tugasnya, 
petugas Pembimbing Kemasyarakatan memiliki disiplin ilmu tentang Pekerjaan 
Sosial dan Kesejahteraan Sosial disamping disiplin keilmuan lainnya dalam usaha 
pelaksanaan pembimbingan kepada klien secara terpadu. Pembimbing 
Kemasyarakatan adalah petugas/pegawai negeri sipil pada lembaga Balai 
Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, 




Pembimbing Kemasyarakatan atau disebut sebagai Pekerja Sosial 
Kehakiman/Koreksional (Social Worker Correctional) merupakan pegawai yang 










salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan 
masyarakat dan latar belakang mengapa seorang anak sampai melakukan 
pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pendekatan yang 
digunakan antara lain melalui salah satu metode ilmu pekerjaan sosial atau 
kesejahteraan sosial.  
Data-data yang diungkap tersebut kemudian disajikan dalam suatu laporan 
tertulis yang sekarang dikenal dengan nama Laporan Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas). Litmas yang telah disusun harus dipertanggungjawabkan di depan 
sidang peradilan baik secara tertulis maupun lisan. Laporan Penelitian 
Kemasyarakatan (Litmas) juga digunakan untuk proses pembinaan tahap awal 
warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah 
Tahanan Negara. Selain itu Litmas juga digunakan sebagai bahan penilaian bagi 
narapidana yang mengusulkan hak reintegrasi sosial berupa pemberian berbagai 
program yang meliputi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti 
Mengunjungi Keluaga (CMK), Asimilasi dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).
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Dalam sidang anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing 
Kemasyarakatan mempunyai tugas tidak hanya membuat laporan penelitian 
kemasyarakatan (litmas) namun wajib hadir dalam sidang anak sebagai anggota 
sidang untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Bahkan Pembimbing 
Kemasyarakatan berfungsi sebagai pendamping klien apabila orangtua/wali klien 
anak tidak hadir. Sebab itulah maka Pembimbing Kemasyarakatan harus 
mempunyai seperangkat pengetahuan dan kemampuan/keahlian yang sesuai 
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dengan tugas dan kewajibannya dan juga mempunyai keterampilan teknis serta 
jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial.
42
 
Metode Pekerjaan Sosial dengan latar belakang ilmu pekerjaan sosial atau 
kesejahteraan sosial sangatlah erat kaitannya dengan permasalahan dalam 
penanganaan pembinaan dan pembimbingan di lembaga-lembaga pemasyarakatan 
baik dalam maupun luar lembaga (Non Institutional). Pelayanan pembimbingan 
yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya 
balas dendam atau hukuman. Pembimbingan yang dilakukan pada klien lebih 
dititikberatkan pada upaya profesional yang bertujuan memperbaiki dan 
meningkatkan kemampuan klien berinteraksi dalam lingkungan masyarakat.
43
 
2.2.4 Tugas Pembimbing Kemasyarakatan 
Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 
1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing 
Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : 
1) Melakukan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk : 
a. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara 
anak nakal. 
b. Menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan anak didik 
pemasyarakatan di Lapas Anak. 
c. Menentukan program perawatan tahanan di rutan. 
d. Menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi 
klien pemasyarakatan. 
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2) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien 
pemasyarakatan. 
3) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang 
meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu. 
4) Mengoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela 
yang melaksanakan tugas pembimbingan. 
5) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana 
pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang 
tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
44
 
2.2.5 Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan 
Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program 
bimbingan terhadap klien pemasyarakatan adalah untuk : 
1) Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran 
hukum/tindak pidana. 
2) Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 
yang positif dan baik. 
3) Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak 
tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, 
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2.3 Balai Pemasyarakatan 
2.3.1 Sejarah Singkat Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 
  Sebelum munculnya nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Indonesia, 
pada zaman pemerintahan Belanda terlebih dulu dikenal dengan Jawatan 
Reklasering dan Pendidikan Paksa. Pada tanggal 15 Agustus 1927 dikeluarkannya 
Gouverment Besluit, yang berpusat pada  Department van Justitie di Jakarta, Jawa 
Tengah dan Jawa Timur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang 
Belanda dan pribumi yang harus dibimbing secara khusus.
 46
  
  Pada saat itu Kantor Besar Jawatan Kepenjaraan/Jawatan Reklasering 
memberi subsidi kepada badan reklasering swasta dan pra-yuwana, dan tenaga 
sukarelawan perseorangan (volunteer probation officer). Selanjutnya badan 
tersebut menjadi petugas teknis pembinaan klien luar lembaga. Petugas yang 
menjalankan tugas dan fungsi di Badan Reklasering yang dikelola oleh Negara 
disebut Ambtenaar der Reclassering (Pegawai Negeri Istimewa pada Badan 
Reklasering) yang diatur dalam KUHP (Pasal 14 d ayat (2) disebut pegawai 
istimewa  (bijzondere ambtenaar).
47
 
  Pada tahun 1930-1935 yang dikenal masa Malaise, Pemerintah Belanda 
mengalami kesulitan biaya akibat kondisi Perang Dunia 1 serta tinggnya tingkat 
korupsi di tubuh VOC. Dampaknya sangat memengaruhi eksistensi pemerintah 
Belanda di Indonesia, termasuk jawatan baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut, 
dikeluarkan Surat Keputusan Jendral G.E Herbrink Nomor 11 Stbld. Pada tanggal 
6 September 1932 yang menyatakan bahwa Jawatan Reklasering dan Pendidikan 
Paksa disatukan. Sehubungan dengan itu, tugas reklasering dan pendidikan paksa 
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dimasukkan dalam tugas, fungsi dan peran jawatan kepenjaraan, yang selanjutnya 
disebut Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa. 
Menurut R.Tondokusumo, tugas Inspektorat Reklasering dan Pendidikan 
Paksa adalah (a) menangani lembaga-lembaga anak yang disebut Rumah 
Pendidikan Negara (RPN) dan (b) menangani Klien Lapas Bersyarat, Pidana 
Bersyarat, dan Pembinaan lanjutan (After Care), serta Anak yang diputus hakim 
kembali kepada orang tua atau walinya. Selain menggabungkan Jawatan 
Reklasering dan Pendidikan Paksa, jawatan  ini juga dimasukkan dalam struktur 
setiap penjara yang ada di Indonesia yang dinamakan Bagian Reklasering. Tujuan 
Reklasering ini antara lain (a) menjauhkan yang bersalah dari rumah penjara, (b) 
mempercepat yang bersalah dari penjara, dan (c) mengembalikan bekas terhukum 
dan anak pada kehidupan sedia kala/after care.
48
 
Kemudian pada tahun 1939 Pemerintah Belanda berniat untuk menghidupkan 
kembali dan memperbaharui Badan Reklasering, tetapi terhambat dengan 
pecahnya Perang Dunia II. Untuk mengatasinya pada setiap penjara masih ada 
bagian reklasering yang sifatnya pasif sampai tahun 1943. Selama masa 
pendudukan Jepang di Indonesia tidak ada perubahan mengenai perkembangan 
reklasering, hanya pelaksanaan lepas bersyarat yang tidak lagi dijalankan. Setelah 
Indonesia merdeka, pada tanggal 27 April 1964 terjadi perubahan sistem 
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.
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Sistem pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia memiliki 
tujuan reintegrasi bagi pelanggar hukum (narapidana dan anak didik) dengan 
masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945. Supaya 








terciptanya pelaksanaan pembinaan klien pelanggar hukum, maka dikeluarkan 
Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.75/U/Kep/II/66. Dengan surat 
keputusan tersebut, struktur organisasi kepenjaraan berubah menjadi Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan yang memiliki dua direktorat yang menangani (1) 
pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan (2) pembinaan 
narapidana di luar lembaga pemasyarakatan yang mencakup pula pembinaan anak 
di dalam lembaga pemasyarakatan. Direktorat yang menangani pembinaan 
narapidana di luar dan pembinaan anak di dalam lembaga pemasyarakatan disebut 
Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).
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Istilah BISPA pertama kali dicetuskan oleh Bapak R. Waliman Hendrosusilo, 
Bc.S.W., S.H. Beliau merupakan sarjana muda pekerja sosial dari Australia dan 
kemudian memperoleh gelar Sarjana Hukum di Jakarta. BISPA terdiri dari 2 (dua) 
istilah, yakni BIS dan PA. BIS singkatan dari bimbingan kemasyarakatan dan PA 
singkatan dari pengentasan anak. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk 
pembinaan dan pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan (lapas). 
Persiapan perubahan dari lembaga reklasering ke Bispa dilakukan oleh R. 
Waliman Hendrosusilo, Bc.S.W., S.H. Dra. CM. Marianti Soewandi, Bc.I.P., serta 
Panitia Khusus Bispa yang dibentuk pada tahun 1968. 
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Pada tahun 1970 Kantor BISPA pertama berdiri di Jakarta yang menjadi satu 
dengan gedung kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah disahkannya 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tahun 1995 
istilah BISPA berubah menjadi BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Hal tersebut 
dikuatkan juga dalam Keputusan Menteri No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang 








Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan. Undang-Undang 
Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 menjelaskan bahwa Bapas 
memiliki tugas dan fungsi memberikan bimbingan kemasyarakatan dan 
pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2.3.2 Tugas dan Fungsi Bapas 
Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan lebih kepada proses pendampingan, 
pembimbingan dan membantu proses narapidana untuk memperoleh haknya 
berintegrasi sosial setelah narapidana memenuhi persyaratan tertentu yang telah 
ditetapkan di Lapas. Berdasakan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No.12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang 
selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien 
Pemasyarakatan.
53
 Pelaksanaan kegiatan teknis Bapas sehari-hari dilakukan oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan 
dan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. 
Balai Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang 
selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan merupakan unit yang melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang 
pemasyarakatan di wilayah masing-masing. Berikut uraian kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Bapas berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 













a. Upaya diversi tingkat penyidikan. 
b. Upaya diversi tingkat penuntutan. 
c. Sidang pengadilan. 
d. Pemenuhan hak klien. 
2. Pembimbingan 
a. Klien wajib lapor. 
b. Kunjungan ke rumah (home visit). 
c. Bimbingan kepribadian. 
a) Jenis pembimbingan kepribadian. 
1) Pembimbingan kesadaran beragama. 
2) Pembimbingan konseling. 
3) Pembimbingan pendidikan. 
4) Pembimbingan kesadaran hukum. 
b) Kerjasama pembimbingan kepribadian. 
1) Kerjasama pembimbingan kesadaran beragama. 
2) Kerjasama pembimbingan konseling. 
3) Kerjasama pembimbingan pendidikan. 
4) Kerjasama pembimbingan kesadaran hukum. 
d. Bimbingan ketrampilan. 
a) Jenis pembimbingan kemandirian. 
1) Pembimbingan kemandirian minat bakat. 
2) Pembimbingan kemandirian latihan kerja. 




4) Pembimbingan kemandirian industri. 
5) Pembimbingan kemandirian pertanian/perkebunan/perikanan. 
b) Kerjasama pembimbingan kemandirian. 
1) Kerjasama minat bakat. 
2) Kerjasama latihan kerja. 
3) Kerjasama jasa. 
4) Kerjasama industri. 
5) Kerjasama pertanian/perkebunan/perikanan. 






Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) secara hukum termuat dalam 
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 
Angka 4 UU No. 12 Tahun 1995 mengartikan BAPAS sebagai berikut : “Balai 
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk 
melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”.55 Berdiri sejak tanggal 16 Juli 
1988 yang sebelumnya diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak (BISPA)  kemudian pada Maret 1997 berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan 
Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, istilah BISPA 
kemudian diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan 
Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut : 
1) Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) 
dijajaran Kementerian Kehakiman RI. 
2) Penyebutan Kepala Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut KABAPAS 
adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS. 
3) Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai 
Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 
Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan. 
4) Memberlakukan Kop surat, stampel dinas, dan papan nama Kantor  Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS).56 
Balai Pemasyarakatan berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) 
dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah 
Tahanan (rutan) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. 
Balai Pemasyarakatan termasuk dalam lembaga yang secara teknis berada di 
bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia. Kedudukan Balai Pemasyarakatan dalam suatu 
provinsi meliputi Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah karesidenan. Berikut 
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2.3.4 Jenis Bimbingan 
Balai Pemasyarakatan merupakan lembaga pranata pembimbingan luar lapas 
ataupun rutan bagi narapidana yang telah memperoleh hak khusus. Pembimbingan 
yang dilaksanakan merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan 
yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan 
agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 
tidak mengulangi perbuatan yang mengarah pada tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 




Bentuk pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan didasarkan pada 
masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan diselaraskan dengan 
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kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal. 
Jenis bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan diselenggarakan 
berdasar pedoman dan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan yakni meliputi 




Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas pemasyarakatan dalam 
melaksanakan tugas pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus 
berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan. 
Menurut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) 
Kementerian Hukum dan HAM terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai 
Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pembimbingan kepada klien, yaitu : 
1) Klien pemasyarakatan menyadari kesalahan-kesalahan yang telah 
dilakukannya. 
2) Klien pemasyarakatan tidak melakukan perbuatan yang melanggar 
hukum/tindak pidana kembali. 
3) Klien pemasyarakatan dapat memperbaiki dirinya. 
4) Klien dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat tempat 
tinggalnya. 
5) Dapat berperan aktif dalam pembangunan. 
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2.3.5 Klasifikasi Balai Pemasyarakatan di Indonesia 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan 
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan Keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997, struktur 
organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi. Perihal klasifikasi 
tersebut didasarkan atas lokasi, beban kerja, dan wilayah kerja. Berdasarkan hal 
tersebut, Balai Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu:  
a. Balai Pemasyarakatan Klas 1. 
b. Balai Pemasyarakatan Klas 2.60 
2.4 Warga Binaan Pemasyarakatan  
2.4.1 Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan 
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) meliputi Narapidana, Anak Didik 
Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Berikut penjelasan masing-masing : 
1) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 
LAPAS. 
2) Anak Didik Pemasyarakatan adalah :  
a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 
pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 
tahun. 
b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak 
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
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c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling 
lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
3) Klien Pemasyarakatan : 
Seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 
Orang yang ada dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang 
dijabarkan dalam Pasal 42 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan sebagai berikut : 
a. Terpidana Bersyarat. 
b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat 
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. 
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya 
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. 
d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk 
bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. 
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya 
dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 
f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana 
pengawasan.  
g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan 
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2.4.2 Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
 Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara garis besar dibagi menjadi 2 
yang meliputi hak umum dan hak khusus sebagimana tercantum dalam Undang-
Undang Pemasyarakatan.
 62
 Berikut penjelasannya : 
1) Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana 
ketika 
menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tanpa syarat-
syarat tertentu yang bersifat khusus, meliputi: 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 
e. Menyampaikan keluhan. 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang. 
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya. 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga. 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 






m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
2) Hak-hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang 
bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif. Hak-hak 
khusus tersebut berkaitan dengan proses „reintegrasi sosial‟ narapidana, 
seperti : 
a. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), cuti mengunjungi keluarga tidak 
diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 
pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 
keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan 
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
 
 
b. Pembebasan Bersyarat (PB) 
c. Asimilasi 
d. Cuti Bersyarat (CB) 
e. Cuti Menjelang Bebas (CMB). 
2.4.3 Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat 
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu program pembinaan yang 
bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat 
setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat 
adalah salah satu wujud pembinaan narapidana atau kemudian disebut klien 
pemasyarakatan yang dilaksanakan di luar lapas dan rutan di mana bagian akhir 




dilakukan oleh Bapas  yang kemudian disebut Pembimbingan Klien 
Pemasyarakatan.  
Menurut Permenkumham No.03 Tahun tentang syarat dan tata cara pemberian 
remisi asimilasi cuti mengunjungi keluarga pembebasan bersyarat cuti menjelang 
bebas. Program reintegrasi Pembebasan Bersyarat (PB) dapat diberikan kepada 
Narapidana yang telah memenuhi syarat :  
1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan 
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 
(sembilan) bulan. 
2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 
(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa 
pidana. 
3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan 
bersemangat. 
4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.63 
2.5 Intervensi Pekerjaan Sosial 
2.5.1 Pengertian Intervensi Pekerjaan Sosial 
Pekerjaan Sosial sebagai suatu profesi pelayanan kemanusiaan (human 
services) yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (human values) dan 
memfokuskan pada fungsionalitas sosial orang (individu dan kolektivitas) dalam 
proses pertolongannya. Pekerja sosial sebagai pelaku disiplin pertolongan 
kemanusiaan melaksanakan fungsi-fungsi kinerja yaitu membantu mengentaskan, 
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memecahkan, dan menguatkan situasi sosial-psikologis orang dalam kapasitas dan 
kapabilitas melaksanakan peran kehidupannya.
64
 
Intervensi pada dimensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam 
praktik pekerjaan sosial dalam segala bidang. Pekerjaan sosial dan kesejahteraan 
sosial merupakan dua bidang yang sama-sama bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat (individu maupun kelompok) melalui upaya-upaya 
mengembalikan keberfungsian sosialnya kembali.
65
 Keberfungsian sosial 
menunjuk pada kondisi di mana seseorang dapat berperan sebagaimana 
seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya. 
Intervensi bermakna adanya penglibatan dari pekerja sosial dalam permasalahan 
klien. Penglibatan pekerja sosial tersebut berdasarkan pada kebenaran dan outoriti 
yang diberikan klien (kontrak pertolongan). Dalam banyak literatur pekerjaan 
sosial, intervensi sering pula disebut diagnosis, treatment, dan problem solving. 
Ada pula yang menyebut sebagai salah satu proses praktik pekerjaan sosial.
66
 
Dalam melaksanakan komitmen untuk meningkatkan keberfungsian sosial 
orang, pekerja sosial menangani penyediaan intervensi sosial bagi mereka yang 
mempunyai keterbatasan kapasitas dan kesempatan untuk berfungsi secara penuh. 
Pelayanan intervensi sosial menjadi salah satu startegi pertolongan. Intervensi 
sosial dapat meliputi tindakan dan upaya yang dirancang agar orang dapat 
memenuhi kebutuhan dan akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk 
memenuhi kebutuhan psikososial seperti, rasa memiliki, penerimaan dan 
ketenangan pada saat mengalami tekanan atau permasalahan. Fokus dalam 
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intervensi sosial adalah menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan atau 




2.5.2 Tujuan Intervensi 
Memperbaiki fungsi sosial orang (individu, kelompok, masyarakat) yang 
merupakan sasaran perubahan adalah tujuan utama dalam intervensi. Dapat 
diasumsikan bahwa kondisi sejahtera akan semakin mudah dicapai apabila fungsi 
sosial seseorang berjalan dengan baik serta jika jarak antara harapan dan 
kenyataan tidak terlalu lebar. Melalui intervensi sosial atau proses pemberian 
pertolongan, hambatan-hambatan sosial yang dihadapi oleh sasaran perubahan 
akan mampu diatasi. 
68
 
Tujuan utama yang ingin dicapai melalui intervensi yaitu berupaya membantu 
klien mengalami perubahan yang diinginkan. Jika pada awal hubungan intervensi 
tersebut klien mengalami gangguan atau dalam keadaan tidak dapat berfungsi 
sebagai anggota masyarakat yang selayaknya di lingkungan sosialnya, maka pada 
akhir  intervensi diharapkan klien mampu mengalami perubahan, salah satunya 
seperti berikut: 
a) Dapat memperoleh kembali keberfungsian-sosialnya selaku anggota 
masyarakat yang layak. 
b) Memperoleh kemampuan untuk mengatasi gangguan yang dihadapinya. 
c) Meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dalam kehidupannya 
dengan teknik penyelesaian masalah yang lebih baik. 
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d) Lebih mampu menjalankan peranan-peranan barunya sesuai dengan 




2.5.3 Fungsi Intervensi 
Fungsi intervensi dalam pekerjaan sosial, diantaranya : 
a) Mencari penyelesaian dari masalah klien secara langsung yang tentunya 
dengan metode-metode pekerjaan sosial. 
b) Menghubungkan klien dengan sistem sumber. 
c)  Membantu klien menghadapi masalahanya. 
d) Menggali potensi dari dalam diri kelayan sehingga bisa membantunya 
untuk  menyelesaikan masalahnya.
70
 
2.5.4 Metode Intervensi 
Metode adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan sistematis yang 
digunakan dalam proses intervensi. Intervensi pada dimensi sosial merupakan 
bentuk keterlibatan atau campur tangan dua belah pihak dalam proses 
penyelesaian atau penuntasan masalah sosial yang dihadapinya. Sedangkan secara 
terminologi, intervensi merupakan seperangkat metode sosial yang ditujukan 
untuk mengubah pikiran, perasaan dan perilaku secara terstruktur dan terencana.
71
 
Dalam praktik pekerjaan sosial terdapat dua jenis metode yang digunakan 
yaitu metode bantu dan metode pokok. Metode bantu berkenaan dengan 
pengaturan dan pelayanan tidak langsung kepada klien sedangkan metode pokok 
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berkenaan dengan pengetahuan dan pelayanan secara langsung kepada klien. 
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan dibawah ini.
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Sumber :  
(Tejo Harwanto, dkk.2012. Modul Pembimbing Kemasyarakatan. 
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1) Metode Bantu 
a. Penelitian Kesejahteraan Sosial (social case study), merupakan penelitian 
yang sistematis dan kritis untuk mendapatkan jawaban tentang berbagai 
problem dalam kesejahteraan sosial. 
b. Tata Laksana/Administrasi Kesejahteraan Sosial, merupakan proses metode 
pengaturan atau pengorganisasian dan kepemimpinan suatu badan atau 
kantor sosial pemerintah maupun swasta. 
2) Metode Pokok 
a. Mikro 
Bimbingan perseorangan (case work), dilakukan secara 
perseorangan/individual melalui tatap muka dan terapi tertentu yang 
ditujukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien atau 
keluarganya. 
b. Mezzo 
Bimbingan kelompok (group work) dilakukan secara berkelompok/keluarga 
sebagai upaya untuk melakukan perubahan perilaku klien dengan 
menggunakan kekuatan kelompok. 
c. Makro 
Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (Community 
Organization), yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan/partisipasi 





Pendekatan metode-metode spesialisasi (social case work, social griup work, 
dan social community work) konsep pendekatan pelayanan sebagaimana 
dinyatakan oleh Gilbert & Specht, yaitu model praktik pelayanan sosial langsung 
(direct social services) dan model praktik pelayanan sosial tidak langsung 
(indirect social service).Kedua model praktik ini oleh Rukminto Adi (2013) 
disebutnya dengan intervensi sosial langsung (direct social intervention) dan 
intervensi sosial tidak langsung (indirect social intervention). 
a) Praktik pelayanan sosial langsung 
Memustakan perhatian pertolongannya pada individu-individu, keluarga-
keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas berkaitan dengan masalah 
relasi antar orang dan adanya gangguan emosional dan psikologis Pada 
posisi praktik pelayanan langsung, pekerja sosial berperan antara lain 
sebagai terapi-konselor, terapis psikososial dan sebagai pemberdaya 
sosial. 
b) Praktik pelayanan sosial tidak langsung 
Memusatkan perhatian pada struktur-struktur sosial, teori-teori organisasi, 
sistem politik, kebijakan publik, dan sistem alokasi dan distribusi sumber-
sumber. Pada posisi praktik tidak langsung, pekerja sosial berperan 






                                                             
73
 Cepi Yusrun.2015. Praktik Pekerjaan Sosial Generalis. Suatu Tuntunan Intervensi. Yogyakarta: 




2.5.5 Pelayanan Dalam Intervensi  
Beberapa model pelayanan dalam pelaksanaan intervensi sosial yang 
diberikan antara lain: 
1) Pelayanan Sosial 
Pelayanan sosial diberikan kepada klien dalam rangka menciptakan 
hubungan sosial dan penyesuaian sosial secara serasi dan harmonis di antara 
klien, klien dengan keluarganya, klien dengan petugas serta dengan 
masyarakat sekitar. 
2) Pelayanan Fisik 
Pelayanan fisik diberikan kepada klien dalam kerangka memperkuat daya 
tahan fisik. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan 
fisioterapi, penyediaan menu makanan tambahan, klinik, kebugaran, sarana 
dan prasarana hidup sehari-hari dan sebagainya dihadapi. 
3) Pelayanan Psikososial 
Pelayanan ini diberikan kepada klien dalam rangka menciptakan situasi 
sosial psikologis yang memungkinkan tumbuhnya perasaan aman, nyaman, 
senang dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. 
4) Pelayanan Keterampilan 
Pelayanan ini diberikan tidak saja untuk pengisian waktu luang, melainkan 
untuk meningkatkan produktivitas agar klien dapat menambah 
penghasilannya. 
5) Pelayanan Spiritual/Keagamaan 
Pelayanan ini diberikan dalam rangka memperkuat mental spiritual dan 




Pelayanan yang diberikan antara lain penyediaan sarana dan prasarana 
ibadah, bimbingan rohani, dan lain-lain. Dengan adanya pelayanan spiritual 
diharapkan klien menyadari akan situasi yang dihadapinya sehingga muncul 
ketenangan dan kedamaian dalam perasaannya. Muncul kembali 
kepercayaan dirinya, dapat menjalankan ibadat dengan tenang dan tetap 
dapat beraktivitas sesuai dengan kemampuannya. 
6) Pelayanan Pendampingan 
Pelayanan ini diberikan dengan cara mendampingi klien dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari. 
7) Pelayanan Bantuan Hukum 
Pelayanan ini diberikan kepada klien yang mengalami tindak kekerasan, 
baik dalam pelayanan maupun dalam keluarganya.
74
 
2.5.6 Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial 
Tahapan dalam intervensi sosial atau proses pertolongan pada dasarnya 
merupakan salah satu bentuk tahapan dalam pekerjaan sosial. Berikut tahapan 
dalam intervensi : 
1) EIC ( Engagement, Intake, Contract) 
Merupakan tahapan awal dalam praktek pertolongan, yaitu meliputi kontak 
awal pekerja sosial dan klien yang berakhir dengan kesepakatan untuk 
terlibat dalam keseluruhan proses intervensi. 
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2) Assesment (Pengungkapan dan Pemahaman Masalah) 
Suatu tahapan untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi klien. 
Tahapan ini berisi pernyataan masalah, assesmen kepribadian, analisis 
situasional, perumusan secara integratif dan evaluatif). 
3) Planning (Perencanaan) 
Merupakan suatu teknik pemilihan startegi dan metode didasarkan pada 
proses assesmen masalah. 
4) Intervention (Intervensi) 
Merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan 
perubahan berencana dalam diri klien dan situasinya. Pelaksanaan intervensi 
didasarkan pada tahap-tahap sebelumnya sehingga diperoleh suatu metode, 
startegi atau teknik yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan klien. 
5) Evaluation (Evaluasi). 
Suatu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan, serta melihat kembali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai 
sehubungan dengan tujuan. 
6) Termination (Terminasi) 
Tahap ini dilakukan apabila tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam 
kontrak telah dicapai dan mungkin sudah tidak dicapai kemajuan-kemajuan 
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2.6 Reintegrasi Sosial 
2.6.1 Pengertian Reintegrasi Sosial 
Reintegrasi sosial sering dipahami sebagai dukungan yang diberikan kepada 
pelanggar hukum atau disebut narapidana selama mereka masuk kembali ke 
lingkungan masyarakat setelah dipenjara. Reintegrasi Sosial merupakan sebagian 
upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial 
akibat adanya disintegrasi dan disorganisasi sosial, walaupun bukanlah suatu 
proses yang mudah, cukup sulit, dan memakan waktu yang lama dalam 
perwujudannya. Reintegrasi sosial juga merupakan proses penyesuaian kembali 
unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan 
kembali tanpa adanya konflik yang terjadi.  
Filosofi reintegrasi sosial berasumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang 
terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk 
memulihkan konflik atau menyatukan kembali tepidana dengan masyarakat.
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Reintegrasi menekankan pengembalian seseorang yang pernah melanggar hukum 
dan nilai sosial untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tahap reintegrasi 
tersebut dilaksanakan apaila norma-norma dan nilai-nilai baru telah 
“institutionalized” dalam diri warga masyarakat. 
 Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 
fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar 
dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan 
kembali sebagai anggota masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai 
anggota masyarakat yang bebas dan bertangung jawab. Yang dimaksud dengan 
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berintegrasi secara sehat´ adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan 
pemasyarakatan dengan masyarakat.  
 Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan yaitu dalam rangka 
membentuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 
baik dan bertanggung jawab. 
2.6.2 Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
Melihat sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan yang lebih 
manusiawi terhadap narapidana di Indonesia sejak tahun 1964 dengan 
resosialisasi dan reintegrasi sebagai tujuannya, hal terebut tidak terlepas dari 
bagaimana proses pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan. Sistem 
pemasyarakatan merupakan sistem koreksi yang bertujuan untuk 
mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana kedalam masyarakat dengan 
berupaya melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih positif terhadap warga 
binaan pemasyarakatan melalui proses pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan serta perlindungan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
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Pelaksanaan sistem pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang didalamnya terdapat hak-
hak narapidana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hak-hak tersebut meliputi hak 
umum dan hak khusus. Hak umum secara langsung dapat diberikan kepada 
narapidana ketika menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
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tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. Sedangkan hak khusus diberikan 
kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang telah memenuhi 
persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan 




Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan 
tentang 3 (tiga) tahap pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Berikut tahap-
tahap proses pemasyarakatan ditinjau dari segi keamanannya  (security) : 
1) Tahap awal (maximum security) 
Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak 
yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa 
pidana. Pembinaan tahap awal meliputi: 
a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu 
(1) bulan. 
b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. 
c. Pelaksanaan program pembinaan keribadian dan kemandirian. 
d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 
 
2) Tahap Lanjutan (medium security) 
Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi : 
a. Perencanaan program pembinaan lanjutan. 
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b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan. 
c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan. 
d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. 
 
3) Tahap Akhir (minimum security/integration) 
Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas yakni oleh Bapas. Apabila 
narapidana tidak memenuhi persyaratan tertentu maka pembinaan tahap akhir 
narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas. Pembinaan tahap 
akhir meliputi : 
a. Perencanaan program integrasi. 
b. Pelaksanaan program integrasi. 





                                                             
79
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
